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WALIKOTA PALOPO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : 34 TAHUN 2016
TENTANG

SUSUNAN ORGAI\IISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO

Menimbang

Mer.gingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

bahwa untuk melal<sanal£an ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perarigkat Daerah maka perlu
mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kota
Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.

[

5 I.Tndar-.g--Unldang Nomor 11 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonezsia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4186); '

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 31. Tahun 2004 Tentang Perhubungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);-

Indang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran
Negara. Republik Indonesia Nomor £025);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang
Pembentukan | Peraturan Perundang-undangan
(Lembafan Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesiz Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor § Tahun 2014, tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan' Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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6. Undang—Un‘dang Nomor 23 Tahun 201'4 tentang
Pernerintahan Daerah . sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor'5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); dan

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

;Menetapkan : PERATURANN WALIKOTA PALOFO TENTANG SUSUNAN

ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO

BEAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kota Palopo;

Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai unsur Penyelenggara
Pemncrintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang renjadi kewenangan Daerah Otonom;

Walikota adalah Walikota Palopo;

_ Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo;

Dinas Perhubungan Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan
DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
Kepala Dinas adalah Pejabat yang mémimpin Dinas Perhubungan Kota
Palopo; '

Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Palopo;

Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas

Perhuburgan Kota Palopo;
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10. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas
Perhubungan Kota Palope;

11. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Scksi pada Dinas
Perhubungarn Kota Palopo; dan ,

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah

Unsur Felaksana Tehnis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan/aten kegiatan teknis penunjang tertentu.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

4(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palopo terdiri dari :

i

a. Kepala Dinas;

P S 02 S

b. Sekretariat, terdiri atas :

v52crp

1) Sub Bagian Umum dan Kepega'\\:zaian;

2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.
c. Bidang Pengendalian Operasional Perhubungan Darat, terdiri atas :
1) Seksi Lalu lintas Darat ;

2) Seks! Bimbingan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan jalan;

3) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Terminal.

Bidang Pengembangan Jaringan Transportasi Darat, terdiri atas :

B N B LA s

1) Seksi Manajemen Lalu lintas:

< e
B2

2) Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan;

3) Seksi Pengembangan SDM dan Sistem Informasi LLAJ.

®

Bidang Perhubungan Laut, terdiri atas :

1) Seksi Kepelabuhanan; A

2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut;
3) Seksi Keselamatan Transportasi.Laut dan Laik Layar.

f.  IJnit Pelaksanan Telnis Dinas (UPTD);

g. Jabatan Fungsional.

Bagan 3truktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum

dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan walikota int.
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BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung iawab

kepada Walikota.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
KEPALA DINAS
Pasal 4 {

(1) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggungjavab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
{ (2) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai Tugas Polok : membantu
Welikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan perﬁerintahan di
] bidang Perhubungan;
(3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
| Kepala Dinas Ferhubungan mempunyai Fungsi :
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Perhubungan;
b. pelaksanaan ketijakan urusan pemerintahan di Dinas Perhubungan;
¢. pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan
pemerintahan di Dinas Perhubungan;
d. pelaksanaan admijnistrasi Dinas; dari
e. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
(4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala D}nas Perhubungan mempunyai
Rincian Tugas :

a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya
yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

b. merumuskan program kerja Dinas Perhubungan sebagai pedoman
kerja;

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengoordinir Kepala Bidang di

lingkungan Dinas Perhubungan agar  bersinergi dan saling
mendukung dalam pelaksanaan tugasnya: '

d. mengoordinasikan, mengendalikan ‘dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas di lingkungan Dinas Perhubungan agar berjalan sesuai dengan
yang direncanakan;

e. mengsinkronisasikan, rencana/program pembangunan dibidang

perhubungan secara  terpady berdasarkan  kebijalkan Pemerintah

4
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Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kota Palopo menurut ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

melakukan konsultasi dan membina hubungan kerja sama dengan
Provinsi, Pusat dan dinas/instansf lingkup Pemerintah Kota Palopo
dan instansi vertikal serta asosiasi/lembaga-lembaga lainnya;
mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian teknis kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan di
lingkungan Dinas Perhubungan;

memberikan masukan dan usul serta saran dan pertimbangan kepada
Pemerintah Ko:a baik dalam penyusunan kebijakan pemecahan
masalah dalam rangka pembinaan dan pengembangan dibidang
perhubungan; ‘
melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan
fungsional di lingkungaﬁ Dinas Perhubungan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

membuat dan menyampaikan Renc%_m'a Anggaran Satuan'errja kepada
Pemerintah Kcta Palopo; |
melakukan perntéinaan terhada? pelaksanaan tugas jabatan
fungsional di lingkungan Dinas Perhubungan;

membuat dan menyampaikan Rencana Anggaran Satuan Kerja kepada

atasan,

. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas serta memberi saran

pertimbangain kepada pimpinan' untuk menjadi bahan dalam
mengambil kebijakan;

melakukan tugas lain sesuai petunjuk atasan;

membuat hasii kegiatan Dinas Pe_rhubungan serta memberi saran
pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam

penentuan kebijakan,;

menilai prestasi kerja bawahan; dan -

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yarng diperintahkan Walikota

untuk mendukung kelaricaran pelaksana tugas.

~
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Bagian Kedua
SEKRETARIAT ,
Paragraf 1 ’
Sekretaris

Pasal 5

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung juwab kepada Kepala Dinas;’

(2) Sekretaris mempunyzi Tugas Pokaol :. memberikan pelayanan teknis
administrasi kepada keﬁala dinas dan s‘galuruh satuan organisasi dalam
lingkup dinas, membimbing, méngendalii«can dan mengawasi Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi
dau Tindak Lanjut; i

(3) Untuk meleksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), j
Sekretaris, mempunyai Fungsi : 1
a. pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas; : I

b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan,

Evaluasi dan Tindak Lanjut; _
c. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat

menyurat,

d. penyusunan  program 'dan  rencana kerja serta. kebutuhan
Anggaraii;dan i
e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan,; .
(4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagimana dimaksud
ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai Rincian Tugas:
a. menyusun rencana Kkegiatan Dinas sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
. memantau, mengawasi dan mengevaluasi peleksanaan tugas dalam
lingkup sekretariat; ‘ :
d. menyusun, merancang, mengoréksi, memaral  dan atau
menandatangani naskah dinas;
e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan
bahan penyusunan prograni; .
f melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan
integrasi pelaksanaan kegiatan,;
g. melaksanakan dan mengoordinasikan- pelaksanaan, pengendalian dan
evaluasi penyusuran laporan akuntabilitas kinerja;

h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi;

6
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melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;

melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum
dan aparatur; '

k. melaksanakar.  dan. mengoordinasikan  pelayanan = administrasi
perhubungan;

. melaksarakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana

rebutuhan anggaran;

m. melaksaneakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan,;

n.melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan,

pemeliharaan dan penghapusan barang;

S R S A R N e o e

o. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
p. melaksanakan Kkoordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan;

q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi
saran pertiinbarigan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;

. menilai prestasi kerja bawahan; dan

ALESTE
=

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala

e

Dinas untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

w Pasal 6

+1(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekertaris;

(2) Kepala Sub Bagfan Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokolk :

2 melakukan administrasi surat menyurat, pengelolaan aset, urusan rumah

tangga dan administrasi Kepegawaian; )

(3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

| Kepala Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian, mempunyai Rincian Tugas:

a. melaksanakan administrasi surat menyurat dan urusan rumah tangga;

b. melaksanakanpengelolaan aset;

c. menyelenggarakan administrasi ke}iegawaian;

d. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan
serta hasil kerjanya; ‘

e. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

f. memberi saran pertimbangan kepada pimpinan;
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(1)

(3)

1)

g melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas;
h. menilai prestas;i kerja bawahan; dan
I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris,

untuk menduknng kelancaran pelaksana tugas.

Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pasal 7

Sub Baglan Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertangguigjawab kepada Sekretaris; . ! |
Kepala Sub Bagian Perencénaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
mempunyai Tugas Pokolc : melakukan urusan perencanaan dan
penyusunan program Kkerja, pengelolaan keuangan, menyﬁ.sun laporan,
pengelolaan data dan penyelesaian tindak lanjut;

Untuk melaksana'zan Tugas Pckok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Sub Bagiarn Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut,
mempunyai Rincian Tugas : |
a. menyiapkan bahar penyusunan rencana kerja dan kebutuhan

anggaran Dinas;
b. melakukan peugedministrasian keuangan dan aset;

c. melakukan pengendalian dan evaluasi program kerja dinas dan

penyelesaian tindak lanjut;

=

melakukan pengoiahan data dinas;
menyusurn laporan hasil kegiatan dinas;
mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;

menilai prestasi kerja bawahan; dan

Jro e

melaksanakan tugas kedinasan lainnya.yang diperintahkan Sekretaris,
untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas.
.;,'

Bagian Ketiga .

BIDANG PENGENDALIAN OPERASICNAL PERHUBUNGAN DARAT
Paragraf 1

Bidang Pengendalian Operasional Perhubungan Darat

Pasal 9

1

Bidang Pengendalien Operasional Perhubungan Darat dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas;
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(2)

NE)

Kepala Bidang Pengendaiian  Operasional Perhubungan  Darat
mempunyai Tugas Polko melaksanakan pengendalian, operasional dan

Penertiban  LLAJ, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan

angkutan jalan dan lajk jalan, pengelolaan dan pengembangan terminal

angkutan darat, analisis deerzh rawan kecelakaan lalu lintas;

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Bidang Pengendalian Opezn‘asional Lalu Lintas Darat mempunyai

Fungsi . ,

d.-perumusan dan penyusunan program kerja tahunan bidang
Pengendalian Operasional Lalu Lintas Darat;

b. pelaksanaan Frogram kerja tahunan bideng Pengendalian Operasional
Lalu Lintas Dara; | :

C. perumusan kehijakan bidang i’engenda].ian Operasional Lalu Lintas
Darat; : ‘

d. pelaksanaan kebijakar. di bidang Pengendalian Opel;asional Laly
Lintas Darat; ' ] |

€. penyusunan  norna,  standar, prosedur, dan criteria bidang
Pengendalian Operasional Lalu Lintas Darat; { 1

f. pelaksanaan pengawdsan, evaluasi dan pelaporan bidang Pengendahan
Operasional Lalu Lintas Darat;

g penyusunan norma standar, prosedur dan pelaksanaan serta
pengawasan can evaluasi pelaksanaan bimbingan keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan Darat;

h. penyusurian norma standar, prosedur dan pelaksanaan serta
pengawasan  dan evaluasi  pelaksanaan Pengelolaan  Terminal
Penumpang;

i. penyusurian rer.cana pengembangan Terminal Penumpang;

j. pelaksanaan administrasi bidang Pqngendalian Operasional Lalu Lintas
Darat; .

k. pelaksanaan konsultasi dan koordmam dengan perangkat daerah
lainnya di bidang PFengendalian Operasional Laly Lintas Darat;

l. melakukan analisis data bidang pengendalian operasional laly lintas
darat; dan

m. peleksanaan himbingan dan pembinaan pengendalian operasional laly
lintas darat.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3), Kepald Bidang Pengendalian Operas1ona1
Perhubungan Darat mempunyai Rincian Tugas :
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i
- memahami Peraturan Perundang-
yang diperlukan

b. menyiapkan

undangan dan ketentuan lainnya
untuk menunjang kelancaran pelaksanadn tugas;

balhian dan menyusun program kerja tahunan dan
bulanan bidang Pengendalian Operasional Perhubungan Darat sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;"
C. melakukan birmbing

an keselamatan lalu lintas jalan;
d. melaks

anakan pengawasan, pengendaliant dan pengaturan dalam
lingkungan kerja terminal dan daetah pengawasan terminal;

- melakukan penarikan retribusi jasa usaha terminal;

f. memeriksa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar

sesuai dengan yang diréncananakan;

g mengumpulkan dan menyiapkan‘ bahan dalam rangka konsultasi

dengan Pemerintah Kota dan Dinas lainnya;

h. menyiapkan dan menyusun bahan serta mengoordinir pelaksanaan

pengendalian operasional perhubungan darat;

i. melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengalihan tugas lingkup
bidang pengendaiian operasional perhubungan darat;

J. membuat laporan hasil kegiatan Bidang Pengendalian': Operasiona]
Perhubungan Dzrat serta memberi saran pertimbangan kepada
pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;

k. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan
kegiatan kepada bawahan serta mengoreksi hasil kerjanya;

l. menilai prestasi kerja bawahan; dan

m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala

Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas.

Paragraf 2
Seksi Lalu Lintas Darat
" Pasal 10 )

Seksi Lalu Lintas Darat dipimpin oieh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan
Operasional Perhubungan Darat; '

Kepala Seksi Lalu Lintas Daratmempunyai Tug'as Pokole : melakukan
Penyiapan standar dan kriferia pengendalian, pengawasan dan penertiban
lalu lintas darat, pembinaan dan pemberian bimbingan keselamatan dan
ketertiban lelu lintas, dan menganalisis daerah rawan kecelakaan;

Untuk melaksanakan Tugas P_dkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Seksi Lalu lintas Darat, mempunyai Rincian Tugas:

10 '
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a. melaksanakan kebijakan bldang pengawasan, pengendalian dan

penertiban laly lintas darat;

b. menyusun program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian lalu

lintas Carat;

c. \ iteria |
men/usun norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan,
pengendalian clan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan, serta

keselamatan dan ketertiban berlalu lintas;

d. melalksanakan Peéngawasan dan pengendalian operasional penggunaan
jalan:

€. melakukan penyidikan pelanggaran pemenuhan persyaratan teknis

dan laik jalan, ketentuan pengujian berkala dan rekomendasi perizinan

angkutan umuin;

f. melaksanakan koordinasi dengan uhit kerja terkait;

g. melaksanakan perigelolaan pembinaan pengemudi angkutan dan
xendaraan tidalk bermotor serta pemakai jalan;

h. melaksanakan anzlisis dan pengawasan daerah rawan kecelakaan lalu
lirvas; '

1. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Lalu Lintas Darat
serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi
bahan dalam penentuan kebijakan;

J. menilai prestasi kerja bawahar; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dlpermtahkan Kepala

Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas.

Paragraf 3
Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 11

Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas'dan Angkutan Jalan dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat,

Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
mempunyai Tugas.Pokok : melaksanakan penyusunan bahan kebijakan
teknis pemberian bimbingan keselamatan dan ketertiban lalulintas;

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimaria dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

mempunyai Rincian Tugas :

a. melaksanakan kebijakan bimbingan kesclamatan laly lintas dan

angkutan jalan;
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Snyusun program kerja Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas

dan Angkuten J alan,

€. menyusun norma. standar, prosedur dan kriteria bimbingan

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

melaksanakan }oordinasi dengan unit kerja terkait;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Bimbingan

Keselamatan dan Ketertlban Lalu Lintas serta memberi saran

pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi Bahan dalam

penentuan kebijakan; |

f.  mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk{ pelaksanaan
kegiatan kepada bawahan serta memonitoring dan mengevaluasi hasil
kerjanya;

g menilai prestasi kerja hawahan; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala

Bidang, untuk mend ukung kelancaran pelaksana tugas.

Paragraf 4
Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Terminal

Pasal 12

Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Terminal dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Bidang Pengendalian Operasional Pérhubungan Darat;

Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Terminal mempunyai Tugas

Pokok : melakukan Penyiapan standarisasi, pendataan dan kriteria

pengelolaan dan pengembarngan terminal;

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Seksi Pengelolaan dan ‘Pengembangan Terminal} ™ mempunyai

Rincian Tugas: ' ’

a. melaksanakan kebijakan pengelolaan d ;';n pengembangan- terminal;

b. menyusun programn kerja Seksi Pengelolaan dan Pengembangan
Terminal; “

C. menyusun norma, ‘standar, prosedur dan kriterig Pengelolaan dan
Pengembarngan Terminal,

d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengelolaan dan
Pengembangan Terminal serta memberi saran pertimbangan kepada

Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
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(1)

Bidang Pengembangan Jaringan Transportasi Darat dipimpin oleh seorang

mendistribusikan tugas dan. merberikan petunjuk pelaksanaan
kegiatan kepade bawahan serta meraonitorin g dan mengevaluasi hasil
kerjanya.

menilai prestasi kerja bawahan; dan

melaksanekan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala

Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas.

Bagian Keempat

BIDANG PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSPORTASI DARAT

Paragraf 1
Bidang Pengembangan Jaringan Transportasi Darat
Pasal 13

Kepala Bidang yarg berada di bawah dan bertanggungjawab kepadé

Kepala Dinas;

Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Transportasi Darat Tugas Pokok;

melaksanakan kegiatan fasilitasi, peningkatan kualitas tekhnis sarana,

prasarana. fasilitas perlen'gkapan Jjalan manajemen dan pengembangan

jaririgan transportasi, analisis dampak lalu lintas;

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Bidang Pengembangan Jafingan Transportasi Darat mempunyal

Fungst ;

,.

cl.

perumusan dan pen’yusunan: program kerja tahunan di bidang
Pengembangan Jaringan Transportasi Darat;

peleksanaan program kerja tahunan di bidang Pengembangan
Jaringan Transportasi Darat;

perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Jaringan Transportasi
Darat;

pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Jaringan

Transportasi Darat:

penyusunan norma, standar,' prosedur, dan kriteria di bidang
Pengembangan Jaringan Transpertasi Darat;

pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang
Pengembangan Jaringan Transportasi Darat; i
pelaksanaan administrasi  di ' bidang Pengembangan Jaringan
Transportas! Darat; '
pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah

lainnya di bidang Pengembangan Jaringan Transportasi Darat;
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. 1,.1- o . - . ) i

L. meiakukan analisis data bidang. pengembangan jaringan transportasi
darat; dan

J.  pelaksanaan bimbingan dan pembinaan pengembangan jaringan
transportasi darat.

) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengembangan Jaringan

Transportasi Darat mempunyai Rincian Tugas -

a. memahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya

yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan dan menyusun program Kkerja tahunan dan
bulanan bidang pengembangan jaringan transportasi darat sebagai
pedeman dalam pelaksanaan tu‘ga.i_s;'

¢. memeriksa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan yahg direncanakan;

d. mengumpulkan dan ményiapkan bahan dalam rangka konsultasi‘
dengan Pemerintah Kota dan Dinas lainnya; ' ;

e. menyiapkan dan menyusun bahan serta mengoordinir pelaksanaan
bimnbingan pengembangan jaringan transportasi darat; |

f. melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengalihan tugas lingkup
bidang Pengembangan Jaringan Transportasi Darat;

g membuat laporan hasil kegiatan Bidang Pengembangan Jaringan
Transportasi Darat serta memberi saran pertimbangan kepada
pimpinan untuk menjadi bahan da}ldm penentuan kebijakan;

h. mendistribusiken tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan
kegiatan kepada bawahén serta mengoreksi hasil kerjanya;

1. menilal prestasi kerja bawahan; dan «

J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala

Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas.

Paragraf 2
Seksi Manajemen Lalu Lintas

Pazal 14

Seksi Manajemen Lalu lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang
Pengembangan Jaringan Transportasi Darat;

Kepala Seksi Maiajemen Lalu Lintas Tugas Pokol : melaksanakan
perencanaan prasarana dan fasilitas perlengkapan, . optimalisasi
penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas, penetapan titik parkir

dan analisis dampak lalu lintas;
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4 (3) Untuk melaksaquakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud,pada ayat (2),
Kepala Seksi Manajemen Lalu lintas, mempunyai Rinéian Tugas :

a. melaksanakan kebijakan manajemen lalulintas;

b. menyusun program kerja Seksi Manajemen Lalu lintas;

¢. Imenyusun norma, standér, ‘prosedur dan kriteria Manajemen Lalu

'
!

lintas;

d. melaksanakan koordinasi deﬁgan unit kerja terkait;

€. menyusun lghan kajian pemberian rekomendasi analisis dampak
lalu lintas;

f.  melaksanakan inventarisasi data jumlah kendaraan pribadi dan

urnum;

melaksanakan pergaturan Jjadwal pelaksanaan bongkar muat barang;

h. pelaksanakarn penyusunan bahan pengkajian dan  analisis

el

peénempatan rambu-rainbu lalu lintas;

L. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Manajemen
Lalulintas serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan
untuk menjadi vahan dalam pénentuan kebijakan; ‘

J. menilai prestasi kerja bawahan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala

Bidang untuk mendukung kelancaran pe'aksana tugas.

Paragraf 3
Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan

Pasal 15

l) Scksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggL:mgjawab kepada Kefoala Bidang

]

Fengembangan Jaringan ; -

) Kepala Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan meémpunyai Tugas
Pokok : melakukan penataan dan pengembangan sarang dan prasarana

lalulintas, pembinaan dan pengembangan Terminal, Halte, pengujian

kendaraan bermotor dan perbengkelan;

Kepala Seksi Prasarana dap .Perlengkap:

Tugas: ,

a. melaksanakan program Kkerja Seksli
Jalan; '

b. menyusun norma, standar

Perlengkapan Jalan;
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o

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

melaksanakan invenrtarisasi jlimlah prasarana dan perlengkapan
jalan;

merencanaklan dan mengadakan prasarana dan perlengkapan jalan;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Prasarana dan
Perlengkapan Jalan serta memberi saran pertimbangan kepada
Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;

menilai prestasi kerja bawahan; dan

melaksanakan tugas kedina.san. lainnya yang diperintahkan Kepala

Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas

Paragraf 4

Seksi Pengembangan Suraber Daya Manusia dan Sistem Informasi LLAJ

Pasal 16

') Seksi Pengembangan SDM dan Sistem Informasi LLAJ dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Pidang Pengembangan Jaringan Transportasi Darat;

2) Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Sistem Informasi LLAJ mempunyai

Tugas Pokolk : melaksanakan pembinaan, koordinasi dan mermfasilitasi

pengembangan SDM, Sistem Informasi LLAJ;

3) Untuk melaksariakan Tﬁgas Pokok sehagaimana di maksud pada ayat (2),

Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Sistem Informasi LLAJ, mempunyai

Rincian Tugas :

a.

o

melaksanakan program kerja Seksi Pengembangan SDM dan
Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jelan;

menyusun bahar: koordinasi Pengembangan SDM dan Informasi lalu
lintas dan anglutan jalan; g

menyusun bahan pengkajian kebijakan teknis Pengembangan SDM
dan Informasi lalu lintas dan angkutan jalan;

melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu
lintas di jalan;

menyusun bahan . pengkajian pemberian rekomendasi
penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

rnelaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Prasarana dan
Perlengkapan Jalan serta memberi saran pertimbangan kepada

Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
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(1)

(4)

mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk  pelaksanaan
Xegiatan kepada hawahan;

1. menilai prestasi keria bawahan; dan
J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala

Bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas.

Bagian Kelima,
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT
Paragraf 1
Bidang Pérhub:ungan Laut
Pasal 17

Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala! Bidang yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepacda Kepala Dinas;

Kepala Bidang Perhubungan Laut mempunyai Tugas Pokok ;

melaksanakan pembinaan dan penyusunan program, pengoord1nas1an

pengendalian dan pengawasan serta pelaporan dan evaluasi terhadap

kegiatan kepelatuhanan, pengembangan transportasi perairan dan

keselamatan dan laik layar; "

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Bidang Perhubungan Laut n1empunya1 Fungsi :

a.perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang
Perhubungan Laut ; |

b. pelaksanaen program kerja tahunan di bidang Perhubungan Laut;

C. perumusan kebijakan di bidang Pefhubungan Laut;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan Laut;

€. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
Perhubungan Laut;

f. pelaksanaan pengawasan., evaluasi dan pelaporan di bidang
Perhubungan Laut; ‘

g. pelaksanaan administrasi di bidang Perhubungan Laut;

h. pelaksanaan 'konsultasi 'dan koordinasi dengan perangkat daerah
lainnyadi bidang Perhubungan Lagt';

i. melakukan analisis data bidang perhubungan laut; dan 1

J. pelaksanaan bimbingan dan pembin-aan perhubungan laut,

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala: Bidang Pengembangan Jaringan

Transportasi Darat mempunyai Rincian Tugas :

a. memahami Peraturan Perundang—undangan dan |

Ketentuan lainnya
yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
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(3)

menyiapkan bahan dan menyusun progran kerja tahunan dan
bulanan tidang pengembangan jaringan transportasi darat sebagai
pedoman dalam pelaksanaan -tugas ;

memeriksa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan yang direncanakan; ' X
mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka konsultasi
dengan Pemerintah Kota dan Dinas lainnya,;

menyiapkan dan menyusun bahan serta mengoordinir pelaksanaan
bimbingan pengembangan jaringan transportasi darat;

melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengalihan tugas lingkup
bidang Pengembangan Jaringan Transportasi Darat;

membuat laporan hasil kegiatan Bidang Pengembangan Jaringan
Transportasi Darat serta memberi saran pertimbangan kepada
pimpinan untuk menjadi bahaﬁ_ dalam penentuan kebijakan;
mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk ' pelaksanaan
kegiatan kepad"a bawahan serta.mengoreksi hasil kerjanyﬁ;

menilai prestasi kerja. Bawahan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala

Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas.

Paragraf 2
Seksi Kepelabuhanan
Pasal 18

Seksi Kepelabuhanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di

bawali dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut;

Kepala Seksi Kepelabuhanan mempunyai Tugas Pokok : mengolah data,

pencatatan. pengaturan, pengendalian dan pengawasan dan informasi
kepelabuhanan;

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Seksi Kepelebuhanan mempunyai Rincian Tugas :

a.

menyiapkan rencana kegiatan seksi secbagai bahan penyusunan

program bidang;

menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan

laporan hasil kegiatan;
mengatur, mendistribusikan  dan mengoordinasikan pelaksanaan
tugas bawahan; '

menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian

kepelabuhanan sesuai dengan kewenangan daerah:
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e. melaksanaklan ‘perencanaan, pelaksanaan, ' pengawasan
pengembangan dan pembangunan pelabuhan dan terminal khusus;

f. melakukan pembmaan terhadap masyarakat di sekitar Lingkungan
pelabuhan;

g menyiapkan bahan dalam fangka pemberian rekomendasi rencana
induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pela-buhan'

h. menyusun dan menylapkan pelayanan jasa kepelabuhanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan;

i. memberikan layanan teknis kepelabuhanan sesuai kewenangan
daerah dan standar pelayanan sektor Perhubungan laut;

j-  mengoordinasikan Kegiatan ~membuat bangunan, pengerukan,
reklamasi, salvage dan kegiatan pekerjaan di bawah air dalam daerah
kepelabuhanan;

k. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan rekomendasi terhadap
penutuhan kapzl;

l. membuat laporan hasil pelakéanaan tugas dan memberi saran dan
pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;

m. mengumpulkan dan mengolah data usaha transportasi laut GT 7 ke
bawah;

n. menginformasikan dan menginventarisasi permasalahan usaha
transportasi laut;

o. melakukan pengecekan dan pemeriksaan kapal GT 7 ke bawah;
meiakukan pencatatan usaha;
membuat laporan hasil kegiatan memberi saran pertimbangan kepada
pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan;

r. 1melakukan pendistribusian “tugas dan memberikan Petunjuk
Pelaksaraan Kegiatan kepada Bawahan;

s. menilai prestasi kerja. bawahaﬁ; dan )

t. melaksanakan tugas kgdinasan lainnya yang diperintahkan Kepala
Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas.

o
Paragraf 3

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut

Pasal 19

1) Seksi Pengembangan 3arana dan Prasarana Transportasi Laut dipimpin
secorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidarng Perhubungan Laut;
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(2)

1 Qal,ral 3 .
Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut

mempunyai  Tugos Pokok : melakukan pengkajian, perencaan,

perumusan, pengawasan dan pengembangan sarana dan prasarana

transportasi laut serta melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Perhubungan Laut;

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut
mempunyai Rineian Tugas :

4. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana dan

prasarana transportasi laut;

b. menyediakan dan memelihara serta merawat sarana dan prasarana

perhubungan laut;
C. menyusun bahan kebijakan dan

regulasi teknis pelaksanaan
prasarana. transportasi perairan;

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis,
pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengawasan kegiatan
kepelabuhan, pengecrukan, reklamasi, salvage, pekerjaan bawah air,
penjagaan laut dan pantai, pencegahan dan penanggulangan
pencemaran di perairan dan bantuan SAR;

€. menyiapkan bahan pembinaar, pengaturan, pengawasan, pemberian
perizinan pembangunan sarana pengangkutan laut untuk pengaturan
penumpang dan barang;

f

. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, dan koordinasi pemberian
perizinan bagi sarana pengangkutan perairan untuk penumpang dan
barang;

g melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran
perairan serta bantuan SAR; _

h. memberikan pertimbangan teknis terhadap penambahan dan
pengembangan fasilitas pokok transportasi perairan;

i. melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan terhadap
penyelenggaraan perigusahaan angkutan perairan, jasa terkait
angkutan di perairan, perkapalan dan kepelautan;

k. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan penertiban kegiatan usaha
dan/atau kegiatan angkutan di perairan dan jasa terkait angkutan
perairan; .

l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan
pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokol: dan fungsi;

m. menilai prestasi kerja bawahan; dan
melaksanakan tuges ledinasan 1afnnya yang diperintahkan Kepala
Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas.

B

. Paragraf. 4
Seksi Keselamatan 'I;ramsporta'Si Laut dan Lail; Layar

Pasal 20

) Seksi Keselamatan Transportasi Laut dan Laik Layar dipimpin oleh

seorang Kepala ‘Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut;
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(2) Kepala Seksi Keselamatar Transportasi Laut dan Laik Layar mempunyai
Tugas Pokck - melakukan pembinaan, Pengawasan pemberian izin dan
kelayakan berlayar vasi kapal GT 7 kebawah;

(3) Untuk melaksanakun Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepuala Seksi Keselamatan Transportasi Laut dan Laik Layar
Pengembangan, Inemptinyai Rineian Tugas :

&. menyusun rencang kegiatan bimbingan keselamstan transportasi laut
sesuali kew-enanga.r‘nya;

b menyusun kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian
izin berlayar bagi kapal GT 7 ke bawah;

¢. melakukan pembinaan kepada pemilik kapal; .

8. melakukan identifikasi dan pendataan jumlah kapal GT 7 kebawah
yang beroperasi;

h. membuat laporai, hasil pelaksanaan tugas; :

1. melakukan pendistribusian ;| tugas dan memberikan Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan kepada bawzhan:

J. menilai prestasi keria bawahari; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala
Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas.

BAB Vv
TATA KERJA
Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan wajib dan
taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Kepala DinasPerhubungan mengembangkan koordinasi dan kerjasama
dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansij
pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 22

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,
Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas wajib melaksanakan
tugas mssing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta 1nenerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi,
sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiens;.

Pasal 23

(1) Kepzla Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi,
. Jabatan Fungsional ~ Tertentu pada  Dinas wajib  memimpin,
mengcordinasikan, memberikan  bimbingan, memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahar masing-masing;
2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,
Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Perhubungan wajib mengikuti
dan mematuhi perintahh kedinasan atasan masing—masing Sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. \
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Pasal 24

Kepala Dinuas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi,

Jabatan Fungsional Tertenty pada Dinas Perhubungan wajib mengawasi dan
mengendalikan pelaksanasn tugas bawahan masing-masing serta mengambil
langkah-langlah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan

dan/atau indikasi’ penyimpaﬁgan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,

Jabatan  Fungsional Tertenty pada Dinas Perhubungan wajib

menyampaikan }aporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan
masing-masing sesuai dengah ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dan menjadikan-lé..p()ran yang diterima sebagai bahar}

pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-rriasing.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEXKNIS DINAS
Pasal 26

(1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertariggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;
(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur
tersendiri dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
JABATAN FUNGSIONAL
" Pasal 27

Jabatani Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan

fungsi Dinas Perhubungan dengan keahlian tertentu.
Pasal 28

i(l) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdid dari
| sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian;
) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
| Scorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;

B Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan, Fungsional ditentukan berdasarkan

. kebutunan dan beban kerja.
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BAB vinr
PEI\IUTUP
Pasal 29

Tahun 2009 tentang Tygas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas
Perhubungan Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PaSaI 30
Peraturan Walikota ini berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat rriengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan ini dengan pPenempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Palopo

al 2 Desember 2016

Diundangkan di Palopo

X" DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN
2016 NOMOR : 34 '

Q.
o2
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NOMOR : 34 TAHU
TANGGAL : 2 Desember 2016
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO

JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

1

LALU LINTAS DARAT

SEKSI “
BIMEINGAMN KESELAMATAN 1
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN

SEKSI .
”l PENGELGLAAN DAN
PENGEMBANGAN TERMINAL

7 MANAJEMEN LALU LINTAS

_ 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN, KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
[ 1 ] .
BIDANG BIDANG BIDANG ]
PENGENDALIAN OPERASIONAL PENGEMEANGAN JARINGAN |
PERHUBUNGAN DARAT TRANSPORTAS! DARAT FERHUBUNGAN LAUT h
| [ § )
SEKSI . SEKS! SEKSI |

KEPELABUHANAN h

SEKSI
PRASARANA DAN
PERLENGKAPAN JALAN

SEKSI !

133 €53 4

PENGEMRANGAN SARANA AN
F.RASARANA TRANSPORTASI
LAUT

SEESI
PENGEMBANGAN SDM DAN
“—{  SISTEM INFORMAS! LLAJ

SEKSI
KESELAMATAN TRANSPOPTASI
LAUT DAN LAIK LAYAR
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